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Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pada Kabupaten Kepulauan 
Selayar (Setelah Berlakunya P.P. No. 24 Tahun 1997). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Kepulauan Selayar 
dan faktor-faktor apa yang menjadi penghambat pendaftaran tanah di Kabupaten 
Kepulauan Selayar. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang 
merupakan wilayah kerja Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan 
Selayar. 
Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara langsung, sedangkan 
pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mempelajari 
dokumen-dokumen yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar serta 
peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penelitian. Data yang 
diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya dideskripsikan. Adapun 
tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pendaftaran tanah 
di Kabupaten Kepulauan Selayar dan faktor-faktor apa yang menjadi penghambat 
pendaftaran tanah di Kabupaten Kepulauan Selayar.  
Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan 
pendaftaran tanah di Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan 
yaitu kegiatan rutin dan kegiatan proyek nasional agraria (PRONA).Pada kegiatan 
rutin,pemohon sendiri yang mengajukan permohonan untuk mendaftarkan tanahnya dan 
dengan menanggung biaya sendiri. Sedangkan pada kegiatan proyek nasional agraria 
(PRONA), biaya ditanggung oleh pemerintah melalui anggaran pendapatan belanja 
Negara (APBN) yang disalurkan ke Pemerintah Daerah untuk melakukan pendaftaran 
tanah secara massal.Adapun hambatan pendaftaran tanah disebabkan oleh masyarakat 
sendiri karena tingkat pendidikan masyarakat masih cukup rendah, dan penghasilan 
perbulan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar juga masih rendah. Disisi 
lain,hambatan juga terjadi karena kurangnya sumber daya pelaksana, tingkat pendidikan 
teknis yang kurang, jumlah sarana yang masih kurang, pengetahuan masyarakat yang 
kurang dan kultur budaya. 
                          
 
 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Tanah merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan 
manusia atau harta kekayaan tidak bergerak yang paling vital dan banyak 
diminati oleh setiap warga, khususnya di Indonesia yang sebagian besar 
penduduknya hidup disektor pertanian. Tanah merupakan karunia Tuhan 
Yang Maha Esa yang tidak dapat dipisahkan dari tata kehidupan makhluk 
hidup, oleh karena itu tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi 
kehidupan manusia. Setiap manusia memerlukan tanah sebagai tempat 
bermukim, bercocok tanam, bahkan sampai meninggalpun manusia 
membutuhkannya. Terlebih lagi sebagian besar penduduk Indonesia 
memperoleh penghidupan dari tanah, maka timbul berbagai masalah yang 
menyangkut tanah atau sebidang tanah. Sebagaimana kita ketahui bahwa 
masalah pertanahan merupakan masalah yang sangat kompleks, karena 
menyangkut semua pihak dalam berbagai kepentingan dalam masyarakat 
apalagi dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk yang mau tidak 
mau mempunyai kepentingan atas tanah. Oleh sebab itu tanah mempunyai 
peranan yang cukup penting dan harus ditangani secara serius. 
 Pentingnya masalah tanah dalam kehidupan manusia maka sering 
timbul sengketa tanah dan hal ini sudah menjadi masalah dari dulu sampai 
sekarang.  
Adapun penyelesaian dari sengketa tanah itu biasanya langsung 
berhubungan dengan pengadilan  maupun di luar pengadilan misalnya 
sengketa tanah atas keluarga yang mana hanya disebabkan oleh masalah atas 
status hak kepemilikan. Hal tersebut merupakan dampak dari perkembangan 
pembangunan yang membutuhkan sebagian dari tanah warga dan 
meningkatnya jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan luas tanah. 
Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, maka pemerintah 
mengadakan kegiatan pendaftaran tanah. Pemilik tanah wajib ikut serta 
mendaftarkan tanahnya untuk didata di kantor pertanahan sehingga dapat 
diketahui batas bidang tanahnya serta luas tanahnya. 
Pendaftaran tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria 
(UUPA), karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya 
sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah.
1
 Begitu pentingnya persoalan 
pendaftaran tanah tersebut sehingga UUPA memerintahkan kepada 
pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. 
Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 19 UUPA dinyatakan sebagai berikut : 
1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. 
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : 
                                                          
1
 Supriadi, Hukum Agraria (cet. III; Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 152 
 a. Pengukuran, pemetaan tanah dan pembukuan tanah; 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai 
alat pembuktian yang kuat. 
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan 
Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta 
kemungkinan penyelenggaraan, menurut pertimbangan Menteri 
Agraria. 
4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang 
bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, 
dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan 
dari pembayaran biaya-biaya tersebut. 
 
Sebagai tindak lanjut dari perintah Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut, 
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 
tentang pendaftaran tanah. Namun dalam pelaksanaannya pendaftaran tanah 
yang diselenggarakan berdasarkan P.P. No.10 Tahun 1961 tersebut belum 
cukup memberikan hasil yang memuaskan, sedangkan peranan tanah bagi 
berbagai keperluan semakin meningkat sejalan dengan pembangunan. Dan 
sebagaimana yang kita ketahui, bahwa kendala yang sering dihadapi dalam 
pelaksanaan pendaftaran tanah antara lain adalah respon masyarakat, 
anggaran, alat dan tenaga, serta keadaan obyektif tanah sendiri yang selain 
jumlahnya besar dan tersebar di wilayah yang luas dan sebagian besar 
penguasaannya tidak didukung oleh alat-alat pembuktian yang mudah 
diperoleh dan dapat dipercaya kebenarannya. Selain itu, kendala lainnya 
adalah ketentuan-ketentuan hukum untuk pelaksanaan pendaftaran tanah 
dirasakan belum cukup memberikan hasil yang memuaskan dan P.P. No.10 
Tahun 1961 juga dipandang tidak dapat mendukung tercapainya hasil yang 
lebih nyata pada pembangunan nasional, sehingga untuk terlaksananya 
pendaftaran tanah harus dilakukan penyempurnaan.  
 Berpatokan pada kendala yang dihadapi yaitu kendala dari sumber 
daya pelaksana maupun masyarakat Kepulauan Selayar itu sendiri dan dengan 
melihat perkembangan yang begitu pesat serta banyaknya persoalan 
pendaftaran tanah yang muncul kepermukaan, misalnya adanya sertifikat 
ganda, tidak adanya bukti kepemilikan hak atas tanah dan surat tanda bukti 
hak yang di buat dengan bentuk beraneka ragam tanpa melalui prosedur  
sehingga hal ini tidak mampu diselesaikan oleh P.P. Nomor 10 Tahun 1961 
dan terlebih lagi P. P. Nomor 10 Tahun 1961 hanya berlaku untuk Pulau Jawa 
dan Madura, maka setelah berlaku selama kurang lebih 38 tahun, pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah
2
 selanjutnya disingkat PP No.24 Th.1997 sebagai hukum 
positif dan ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2007 diatur dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.
3
 
Berlakunya PP No. 24 tahun 1997 diharapkan pendaftaran tanah 
dapat terlaksana secara efektif dan efisien sehingga dapat dicapai tertib 
hukum pertanahan. 
Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, maka 
diperlukan seperangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang 
dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-
ketentuannya, yang mana diamanahkan kepada pemerintah sebagai pelaksana. 
                                                          
2
 Ibid., h. 153 
3
 Irawan Surodjo, Kepastian Hukum Pendaftaran Hak atas Tanah di Indonesia (cet. 
I; Surabaya : Arkola, 2003), h. 101 
 Berlakunya P.P. No.24 Tahun 1997 tentang pendaftran tanah, telah 
menarik perhatian penulis untuk malakukan riset (penelitian) lebih jauh 
mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten 
Selayar. 
B. Rumusan Masalah 
Sampai saat ini pelaksanaan pendaftaran tanah yang diharapkan 
membawa kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah masih banyak 
mengalami kendala dan hal ini perlu diberikan perhatian khusus mengingat 
betapa pentingnya pendaftaran tanah itu sendiri. 
Maka dalam skripsi ini penulis akan merumuskan masalah yang 
menjadi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, yaitu : 
1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Kepulauan 
Selayar setelah berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 ? 
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan pendaftaran 
tanah di Kabupaten Kepulauan Selayar ?  
C. Hipotesis 
Dari rumusan masalah di atas, maka penulis mencoba memberi 
jawaban sementara untuk dibuktikan kebenarannya berdasarkan obyek 
penulisan skripsi ini sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupatan Kepulauan Selayar 
dilaksanakan melalui dua (2) kegiatan, yaitu kegiatan secara rutin 
dan kegiatan Proyek Nasional Agraria (PRONA). 
 2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran pada 
kantor Pertanahan di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu tingkat 
pendidikan masyrakat yang masih rendah, sumber daya pelaksana 
yang kurang, dan sarana transportasi yang juga masih kurang dengan 
mengingat bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat lebih 
banyak pulaunya dibanding dengan kabupaten lain yaitu 130 buah 
pulau. 
D. Pengertian Judul  
Judul skripsi ini adalah “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah pada 
Kantor Kabupaten Kepulauan Selayar” ( Setelah Berlakunya PP No.24 Tahun 
1997), dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, 
maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan beberapa pengertian kata-
kata atau istilah yang terdapat dalam skrisi ini. 
Kata “pelaksanaan” berasal dari kata “laksana” yang artinya 
seperti,sebagai. Jadi kata “laksana” ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” 
menjadi pelaksanaan yang artinya proses dan cara melaksanakan.
4
 
Kata “pendaftaran” berasal dari kata “daftar” yang artinya data atau 
sejumlah catatan sesuatu yang disusun dari atas ke bawah. Jadi kata “daftar” 
ditambah awalan dan akhiran menjadi “pendaftaran” artinya pencatatan nama, 
alamat dan sebagainya dalam daftar perihal mendaftar.
5
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 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian 
mengenai tanah, yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. 
Dan pengertian tanah juga diatur dalam Pasal 4 UUPA, adapun yang 
dimaksud istilah tanah dalam pasal ini ialah permukaan bumi.
6
 
Sedangkan menurut P.P. No. 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) 
dinyatakan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang 
dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan 
teratur meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta 
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, 
mengenai bidang-bidang tanah dan satu-satuan rumah susun, termasuk 
pemberian  surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah 
ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu 
yang membebaninya. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Setiap melakukan suatu penelitian, seorang peneliti tentu 
memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pendaftaran tanah di 
Kabupaten Kepulauan Selayar 
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 b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat 
pendaftaran tanah di Kabupaten Kepulauan Selayar. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan ilmiah yaitu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam  
memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pada Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan hukum yang 
sekaligus merupakan sumbangan pemikiran untuk kepentingan 
ilmu pengetahuan. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada 













 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 
1. Pengertian Pendaftaran Tanah 
Pembangunan Nasional di Negara Indonesia dewasa ini 
tampaknya masalah pertanahan memerlukan perhatian dan penanganan 
dari berbagai pihak karena dalam suasana yang demikian dirasakan sekali 
semakin bertambahnya tanah rakyat yang tersangkut dalam berbagai 
kegiatan ekonomi, sehingga sehubungan dengan itu semakin lama semakin 
terasa pula perlunya suatu jaminan hukum,kepastian hak atas tanah. 
Hal ini, khususnya untuk menjamin kepastian hukum dan 
kepastian hak atas tanah di Indonesia telah termaktub di dalam Pasal 19 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria 
(UUPA). Dan jika dikaji secara mendalam, terlihat bahwa dari segi 
substansial pendaftaran tanah ini merupakan “kewajiban” yang harus 
dipikul pemerintah untuk melaksanakannya dan inisiatifnya juga berasal 
dari pemerintah dan bukan dari masyarakat.
7
 
Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang 
dilakukan oleh negara atau pemerintah secara terus-menerus dan teratur 
berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah 
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 tertentu yang ada disuatu wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan 
penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan 




Adapun perihal Pendaftaran Tanah atau dikenal dengan nama 
cadastre adalah istilah yang bersifat teknis untuk suatu record (rekaman) 
yang menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan (atau lain-lain atas 
hak) terhadap sebidang tanah. Istilah cadastre berasal dari bahasa latin 
“capistrum” yang berarti suatu register, capita atau unit yang merupakan 
istilah pada zaman Romawi untuk pajak tanah.
9
  
Oleh karena itulah data-data yang ada di kantor Pertanahan, 
dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu : 
a. Kelompok yuridis yang menghimpun data-data tentang nama 
hak atas tanah, siapa pemegangnya, peralihan dan 
pembebanannya jika ada; semuanya ini dihimpun dalam Buku 
Tanah. 
b. Kelompok tekhnis yang menghimpun data-data tentang letak 
tanah dimana, panjang/lebar tanah serta batas-batas tanah 
semuanya ini dihimpun dalam surat ukur. 
Dan data-data yang disimpan di kantor Pertanahan baik tentang 
subyek ataupun obyek hak atas tanah diperoleh dengan cara seksama dan 
teliti oleh petugas yang berwenang. Jadi, setiap bidang tanah yang akan 
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 dikeluarkan surat bukti haknya (sertifikat) akan dibuatkan kutipan surat 
ukur yang memuat gambar dan keterangan satu bidang tanah tertentu. 
Demikian pula dengan buku tanah juga dibuatkan kutipannya. Kemudian, 
salinan buku tanah dan surat ukur dijahit menjadi satu dan diberi sampul 
berwarna hijau muda dan inilah yang lazim dikenal dengan sertifikat yang 
mana berfungsi sebagai alat bukti yang kuat. 
2. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 
Rangka melaksanakan ketentuan UUPA maka PP No.10 Tahun 
1961 tentang pendaftaran tanah mempunyai kedudukan yang sangat 
strategis dan menentukan, bukan saja sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 
19 UUPA tetapi lebih dari itu menjadi tonggak berjalannya administrasi 
pertanahan dan hukum pertanahan di negara Indonesia. Namun seiring 
dengan berjalannya waktu, yang mana kita ketahui bahwa hukum itu 
tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman, maka Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dianggap tidak efektif 
lagi sehingga disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada tanggal 8 Juli 1997 dan baru 
diberlakukan pada tanggal 8 Oktober 1997. 
Pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara 
Republik Indonesia dimaksudkan untuk memperoleh jaminan kepastian 
hukum dan kepastian hak atas tanah dengan berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan 
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
 Nomor 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang 
pendaftaran tanah. 
Berdasar dari uraian tersebut di atas, maka dasar hukum 
pendaftaran tanah adalah : 
a. Pasal 19 UUPA 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah 
c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP. No. 
24 Tahun 1997. 
Walaupun telah ada peraturan-peraturan di atas sebagai dasar 
hukum pendaftaran tanah, namun pada kenyataannya pelaksanaan 
pendaftaran tanah belum juga dapat dilaksanakan secara serentak diseluruh 
wilayah Republik Indonesia dan hal ini dikarenakan pendaftaran tanah itu 
sendiri dilakukan dengan mengingat kepentingan serta keadaan negara dan 
masyarakat, keperluan lalu lintas ekonomi dan memerlukan tenaga dan 
biaya yang sangat besar.  
B. Sejarah Pendaftaran Tanah di Indonesia 
Sebelum kita memasuki pelaksanaan pendaftaran tanah maka untuk 
lebih jelasnya terlebih dahulu harus mengetahui tentang pendaftaran tanah di 
Indonesia. 
 Adapun sejarah kepemilikan tanah di Indonesia berbeda dengan 
sejarah kepemilikan yang dikenal di negara-negara kerajaan seperti Inggris
10
 
dan Malaysia. Sekalipun belakangan Belanda memperlakukan model 
kepemilikan tanah sama seperti di negaranya, hal tersebut hanya keinginan 
Belanda untuk memudahkannya menguasai tanah Negara Indonesia dengan 
dalih politik dagang. 
Pada zaman Penjajahan Belanda atau sebelum berlakunya UUPA 
No. 5 Tahun 1960 di negara Indonesia menganut hukum agraria kolonial 
yang bersifat dualisme hukum. Dualisme hukum itu adalah sesuatu yang 
dibuat,bukan timbul dan berada karena alamiah
11
 dan ini jugalah yang 
menjadi dasar bagi hukum pertanahan di Indonesia pada waktu itu sehingga 
hak-hak atas tanah terbagi menjadi 2 golongan, antara lain : 
1. Hak-hak Barat yang tunduk pada hukum yang berlaku pada 
golongan Eropa, yaitu hukum perdata barat yang tertulis seperti 
hak Eigendom,hak Opstal, hak Erfpacht, dan hak Gebruik.
 12
 
2. Hak-hak adat yang tunduk pada hukum yang berlaku pada orang 
pribumi yaitu hukum adat seperti hak milik adat.
 13
 
Berdasarkan Overschrijving Ordonantie Stb. 1834 No.27, 
pendaftaran tanah dilakukan oleh Kantor Pendaftaran Tanah atas tanah-tanah 
yang tunduk pada hukum barat dengan tujuan untuk memberikan jaminan 
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 kepastian hukum yang mana menghasilkan tanda bukti berupa sertifikat yang 
diberikan kepada pemegang haknya. Pendaftaran Tanah ini dinamakan Recht 
Cadaster. Sebaliknya untuk hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum adat 
tidak dilakukan pendaftaran tanah sehingga tidak menghasilkan sertifikat, 
melainkan tanda bukti pembayaran pajak atas tanah, misalnya Girik. Dan 
kalaupun dilakukan pendaftaran tanah terhadap hak-hak atas tanah yang 
tunduk pada hukum adat, ini dikenal dengan Fiscaal Cadaster. 
Fiscaal Cadaster bertujuan bukan untuk memberikan jaminan 
kepastian hukum melainkan untuk menentukan siapa yang berkewajiban 
membayar pajak atas tanah. Adapun yang menjadi dasar penentuan obyek 
pajaknya berdasarkan pada status tanah baik sebagai tanah hak barat maupun 
tanah hak adat, sedangkan wajib pajaknya ialah pemegang hak, tanpa 
pembayaran pajak kepada fiscal cadaster tidaklah berarti dan berharga 
sebagai tanda bukti hak atas sebidang tanah, sehingga dengan adanya 
dualisme hukum ini menimbulkan berbagai masalah antar golongan dan 
UUD, sehingga dinilai tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan dan persatuan 
bangsa Indonesia. 
Adapun yang menjadi latar belakang pembahasan hukum agraria, 
yaitu : 
1. Tidak ada jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyat. 
2. Domein Verklaring memperkosa hak-hak rakyat. 
3. Hukum agraria Hindia Belanda dualistis yang dapat menimbulkan 
persoalan antar golongan. 
 4. Hukum agraria adat mengandung banyak cacat dan beraneka 
ragam sehingga kadangkala tidak menjamin kepastian hukum. 
Dengan disahkan dan diundangkannya UUPA (UU No. 5 Tahun 
1960) pada tanggal 24 September 1960,maka dualisme dibidang hukum 
agraria menjadi hapus. Seluruh tanah dikuasai langsung oleh Negara sebagai 
organisasi kekuatan bangsa Indonesia pada tingkat tertinggi dan mempunyai 
wewenang untuk : 
1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi,air dan ruang angkasa. 
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas 
bumi, air dan ruang angkasa. 
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar 
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut 
bumi, air dan ruang angkasa.
14
 
Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 diharapkan dapat 
menghilangkan dualisme dalam hukum tanah dan sekaligus dapat 
memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta hak-hak atas 
tanah. Adapun misi UUPA ini terdapat pada ketentuan UUPA yaitu pada 
Menimbang yang berpendapat sebagai berikut : 
Hukum Agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun 
berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan 
sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan 
kepentingan rakyat dan Negara di dalam menyelesaikan revolusi 
nasional sekarang ini serta pembangunan semesta. Hukum Agraria 
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 tersebut mempunyai sifat dualisme dengan berlakunya hukum adat 
disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat, bagi 
rakyat asli hukum agrarian penjajahan ini tidak menjamin kepastian 
hukum berhubungan dengan segala yang tersebut dalam 
pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agrarian 
nasional yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang 
sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat 





Usaha yang dilakukan untuk menuju kepastian hukum yaitu dengan 
adanya pendaftaran tanah, yang tertuang pada Pasal 19 UUPA dan pasal ini 
memerintahkan kepada pemerintah agar seluruh wilayah Indonesia diadakan 
pendaftaran tanah yang bersifat Rechtcadastre yang mana diwajibkan bagi 
para pemegang hak yang bersangkutan. 
Landasan operasional pendaftaran tanah yaitu P.P. Nomor 10 Tahun 
1961 tentang pendaftaran tanah yang dalam penyelenggaraannya 
dilaksanakan oleh Jawatan Pendaftran Tanah dan dalam garis besarnya 
mempunyai tugas pokok meliputi pengukuran dan pemetaan semua bidang 
tanah diseluruh Indonesia dan termasuk penyelenggaraan tata 
usahanya,pendaftaran tanah hak atas tanahnya dan peralihan hak tersebut 
serta pemberian surat tanda bukti hak yang merupakan alat pembuktian yang 
paling kuat. 
P.P. Nomor 10 Tahun 1961 ini sendiri baru dinyatakan berlaku di 
wilayah Jawa dan Madura sedangkan untuk di luar Jawa dan Madura 
ditetapkan lebih lanjut oleh pemerintah secara bertahap sesuai dengan 
keperluan daerah-daerah yang bersangkutan tergantung dari persiapan 
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 dimasing-masing kabupaten, sehingga dengan adanya hal itu banyak terdapat 
surat-surat yang dibuat oleh para notaris ataupun surat-surat yang dibuat oleh 
Camat dengan berbagai ragam dan tanpa melalui prosedur P.P. Nomor 10 
Tahun 1961.Dengan demikian P.P.Nomor 10 Tahun 1961 tersebut belum 
dapat meyakinkan rakyat dalam melakukan pendaftaran tanah melalui jalur 
yang benar yaitu melalui prosedur yang dibuat oleh instansi keagrariaan. 
Maka dari itu, diadakan penyempurnaan dan keluarlah P.P. Nomor 
24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dimana P.P.Nomor 24 Tahun 1997 
ini tetap mempertahankan tujuannya dan system yang digunakan yang pada 
hakekatnya sudah ditetapkan dalam UUPA. 
C. Asas, Tujuan dan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah 
1. Asas Pendaftaran Tanah 
Pada umumnya pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia 
mempunyai asas (pedoman, dasar atau prinsip). Hal ini diatur dalam pasal 
2 PP. No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah bahwa “pendaftaran 
tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, 
mutakhir dan terbuka”. Asas pendaftaran tanah tersebut merupakan 
pengaturan baru karena sebelumnya tidak diatur dalam PP. No. 10 Tahun 
1961. 
Penjelasan pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997, diungkapkan secara 
rinci makna yang terkandung dari asas tersebut, sebagai berikut : 
a. Asas sederhana dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan 
pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami 
oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para 
pemegang hak atas tanah. 
 b. Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa 
pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan 
cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian 
hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. 
c. Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak 
yang memerlukan,khususnya dengan memperhatikan 
kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. 
Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan 
pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak yang 
memerlukan. 
d. Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang mewadai 
dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam 
pemeliharaan datanya. Dan data yang tersedia harus 
menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti 
kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan 
yang terjadi dikemudian hari. 
e. Asas terbuka dimaksudkan tersedianya data sesuai dengan 
keadaan nyata di lapangan, sehingga masyarakat dapat 
memperoleh data yang benar setiap saat.
16
 
Berdasarkan pengertian dan makna asas pendaftaran tanah yang 
terkandung dalam pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 di atas dapat diketahui 
bahwa prosedur pendaftaran tanah tidak lagi terlalu rumit dan berbelit-
belit. 
2. Tujuan Pendaftaran Tanah 
Pendaftaran tanah yang diselenggarakan berdasarkan Pasal 19 
UUPA memiliki tujuan selain untuk memberikan suatu bentuk kepastian 
hukum dan kepastian hak atas tanah serta termasuk juga meliputi beberapa 
hal sebagai berikut : 
a. Untuk memungkinkan orang-orang yang mempunyai tanah 
dengan mudah untuk dapat membuktikan bahwa dialah yang 
berhak atas sebidang tanah, apa status hak yang dipunyainya, 
letak tanah dan luas tanah. 
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 b. Untuk memungkinkan kepada siapapun guna mengetahui hal-
hal yang ia ingin ketahui berkenaan dengan sebidang 





Sejalan dengan asas yang terkandung dalam pendaftaran tanah 
dan pernyataan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari adanya 
pendaftaran tanah tersebut diatur lebih lanjut pada Pasal 3 PP No. 24 
Tahun 1997, yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan : 
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah,satuan rumah 
susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah 
dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 
bersangkutan. 
b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk Pemerintah agar mudah untuk 
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan 
perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun yang sudah didaftar. 
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
 
3. Sistem Pendaftaran Tanah 
Berbicara tentang jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, 
maka tidak lepas dari perbuatan hukum pendaftaran tanah yang mana 
merupakan suatu peristiwa penting karena menyangkut segi hak 
keperdataan seseorang agar terwujud kedamaian dalam ikatan hubungan 
kemasyarakatan. 
Dan juga bahwa pada saat dilakukan pendaftaran tanah maka 
hubungan pribadi antara seseorang dengan tanah diumumkan kepada pihak 
ketiga atau masyarakat umum. Sejak saat itulah pihak ketiga dianggap 
mengetahui adanya hubungan hukum antara orang dengan tanah 
                                                          
17
  A. P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah (Bandung : Alumni, 1990), h. 113 
 dimaksud, untuk mana ia menjadi terikat dan wajib menghormati hal 
tersebut sebagai suatu kewajiban yang timbul dari kepatuhan.
18
 Sehingga 
kita dapat melihat bahwa betapa pentingnya arti pendaftaran tanah tersebut 
dalam hubungannya dengan hak keperdataan seseorang individu dalam 
masyarakat. 
Membicarakan tentang Pendaftaran Tanah, khususnya dalam 
hubungannya dengan status kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki 
seseorang, maka erat kaitannya dengan sistem-sistem dalam pelaksanaan 
pendaftaran tanah yang dipergunakan atau dianut suatu negara. Dengan 
kata lain bahwa system pendaftaran tanah ini sangat menentukan terhadap 
pola dan bentuk-bentuk kepemilikan hak atas tanah.  
Sehubungan dengan itu, maka dalam teori-teori hukum 
keagrariaan,dikenal beberapa sistem dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, 
antara lain : 
 
a. Sistem Torrens 
Sistem Torrens ini lebih dikenal dengan nama aslinya The Real 
Property Act atau Torrens Act yang mulai berlaku di Australia Selatan 
sejak 1 Juli 1858. Penerapan sistem ini berdasar pada suatu ketentuan 
bahwa manakala seorang mengklaim sebagai pemilik fee simple baik 
karena undang-undang atau sebab lain harus mengajukan suatu 
permohonan agar lahan bersangkutan diletakkan atas namanya.
19
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 Adapun penyelenggaraan pendaftaran tanah dari system 
torrens ini menyelidiki hal-hal sebagai berikut :  
1) Objek yang akan didaftarkan jelas. 
2) Tidak terdapat sengketa atas tanah yang dimohonkan hak 
tersebut. 
3) Pejabat yang berwenang yakin bahwa dapat diberikan 
kepada si pemohon. 
4) Tidak ada yang menyangkal bukti atas hak yang dimiliki 
oleh si pemohon itu.
 20
 
Sementara itu dalam pendaftaran tanah yang mempergunakan 
sistem torrens ini memiliki beberapa keuntungan dalam 
pelaksanaannya, khususnya dalam mewujudkan bentuk kepastian hak 
dan kepastian hukum, yaitu sebagai berikut : 
1) Menetapkan biaya-biaya yang tak dapat diduga sebelumnya. 
2) Meniadakan pemeriksaan yang berulang-ulang. 
3) Meniadakan kebanyakan rekaman. 
4) Melindungi semua kesulitan-kesulitan yang tidak 
disebutkan dalam sertifikat. 
5) Meniadakan pemalsuan. 
6) Secara tegas menyatakan dasar haknya. 
7) Tetap memelihara system tersebut tanpa menambah pada 
transaksi yang dibebankan kepada pihak pemohon yang 
mendaftarkan haknya. 




Pada sistem torrens ini dikenal adanya Examiner of Title (di 
Indonesia : Panitia Tanah) yang memberikan kesempatan kepada orang 
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 atau pihak yang merasa haknya benar/kuat yang terdapat dalam 
sertifikat hak atas tanah dan dapat melakukan klaim dengan 
mengajukan gugatan melalui pengadilan berdasarkan adagium “Siapa 
yang merasa berhak harus mengajukan bukti-buktinya”. Dengan 
demikian dalam system torrens ini masih dimungkinkan dilakukannya 
bantahan atas sertifikat yang telah dikeluarkan, dengan mengajukan 
bukti-bukti lain yang kuat serta mendukung untuk dilakukannya suatu 
bantahan atas sertifikat tersebut. 
Kenyataannya pada sistem torrens ini, sertifikat tanah 
merupakan alat bukti pemegangan hak atas tanah yang paling lengkap 
serta tidak dapat diganggu gugat. Adapun untuk merubah buku tanah 
adalah tidak mungkin terkecuali jika memperoleh sertifikat tanah 
dengan cara pemalsuan dengan tulisan atau diperolehnya dengan cara 
penipuan. 
 
b. Sistem Positif 
Pendaftaran tanah dengan sistem positif ini menunjukkan 
bahwa sertifikat tanah yang diberikan adalah berlaku sebagai tanda 
bukti hak yang bersifat mutlak dan merupakan satu-satunya tanda bukti 
hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang. 
Adapun karakteristik utama dari sistem positif ini adalah 
bahwa pendaftaran tanah memberikan jaminan secara sempurna bahwa 
nama yang terdaftar di dalam buku tanah tidak dapat diganggu gugat, 
walaupun dalam kenyataannya ia sebenarnya bukan pemilik yang sah 
 dari tanah tersebut karena sistem ini memberikan kepercayaan yang 
mutlak kepada buku tanah. 
Maka dalam hal ini aparat pelaksana pendaftaran tanah 
memainkan peranan yang sangat aktif karena mereka menyelidiki 
secara teliti dan seksama apakah hak atas tanah yang akan didaftarkan 
dapat didaftar atau tidak. Dan menurut sistem positif ini, hubungan 
hukum antara hak dari orang yang ada namanya terdaftar dalam buku 
tanah dengan pemberi hak sebelumnya terputus sejak hak tersebut 
didaftarkan. 
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kita dapat menarik 
suatu manfaat dari penggunaan pelaksanaan pendaftaran tanah sistem 
positif, antara lain : 
1) Adanya kepastian dari buku tanah 
2) Peranan aktif dari pejabat balik nama 
3) Mekanisme kerja dalam penerbitan sertifikat tanah mudah 
dimengerti oleh umum. 
 
c. Sistem negatif  
Sistem negatif dari pendaftaran tanah berarti pendaftaran tanah 
itu menjamin kepastian hukum hak atas tanah yang sudah didaftarkan. 
Akan tetapi masih dimungkinkan akan adanya keberatan pihak lain 
untuk keabsahan dan kepastian hukum dari kepemilikan seseorang. 
Dengan kata lain,pendaftaran tanah berfungsi untuk memperoleh surat 
tanda bukti sebagai alat pembuktian yang kuat, dimana keterangan-
 keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum 
dan harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang benar, selama 
dan sepanjang tidak ada pembuktian lain yang membuktikan 
sebaliknya. Sehingga apabila ada keterangan dari pendaftar tanah 
tersebut yang tidak benar, maka diadakan perubahan sebagaimana 
mestinya atau digugurkan yang mana pembatalannya melalui putusan 
pengadilan. 
Adapun sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh negara kita 
adalah sistem negatif, namun bukan sistem negatif murni melainkan 
sistem negatif  bertendensi positif, karena akan menghasilkan surat-
surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, 
seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA
22
 dan 
kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam PP No. 24 Tahun 1997, 
seperti tertuang dalam Pasal 32 yang berbunyi sebagai berikut : 
1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat sepanjang data fisik dan 
data yuridis tersebut sesuai dengan data mengenai data fisik 
dan data yuridis yang termuat di dalamnya, yang ada dalam 
surat dan buku tanah yang bersangkutan. 
2. Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat 
yang sah maka nama orang atau badan hukum yang 
memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik secara nyata 
menguasainya,maka pihak lain yang merasa mempunyai 
hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak 
diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan 
keberatan secara tertulis kepada pemegang hak dan kepala 
kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak 
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 mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan 




Sehubungan dengan lahirnya PP No.24 Tahun 1997 tentang 
pendaftaran tanah dan secara operasional dilaksanakan dengan 
Peraturan Menteri Negara Agraria No.3 Tahun 1997 tentang petunjuk 
pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997, maka penggunaan sistem negatif 
bertendensi positif dapat ditandai dengan pernyataan, bahwa sertifikat 
hak atas tanah setelah jangka waktu lima tahun tidak dapat digugat lagi 
atau telah memiliki kekuatan hukum yang pasti (kuat). Dengan 
demikian, PP No. 24 Tahun 1997 telah menerobos sistem pendaftaran 
tanah dari sistem negatif ke sistem negatif bertendensi positif karena 
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 BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
Pada bagian ini, penulis berusaha memberikan gambaran tentang 
bagaimana penelitian ini dilakukan. Untuk maksud tersebut, maka dalam bagian 
ini akan dijelaskan mengenai, lokasi dan waktu penelitian, tipe dan sifat 
penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, 
dan teknik analisis data. 
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penulis dalam melakukan penelitian mengenai pelaksanaan 
pendaftaran tanah memilih di Kabupaten Kepulauan Selayar pada instansi 
terkait yang menangani pendaftaran tanah yaitu Kantor Badan Pertanahan. 
Penentuan Lokasi ini cukup tepat dengan cara mempertimbangkan teori 
subtantif
24
 yaitu pergi untuk menjajaki lapangan untuk melihat apakah 
terdapat kesesuaian antara teori dengan kenyataan yang ada di lapangan. 
Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya serta banyaknya 
pelaksanaan pendaftaran tanah yang telah dilaksanakan setelah berlakunya PP 
No. 24 Tahun 1997 dalam setiap tahunnya, penulis hanya membatasi 
penelitian terhadap kegiatan yang berkaitan dengan judul yang diangkat 
penulis pada Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu empat tahun 
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 terakhir. Adapun target waktu penelitian mulai dari tanggal 03 Desember 
2009 - 03 Januari 2010. 
B. Tipe dan Sifat Penelitian 
Di dalam memperoleh hasil penelitian yang valid sangat tergantung 
dari tipe dan sifat penelitian yang dipergunakan. Tipe penlitian yang 
dipergunakan adalah penelitian yang bersifat doktrinal dan nondoktrinal. 
Dikatakan doktrinal karena peneliti melakukan penelusuran dan telaah serta 
analisis terhadap dokumen dan peraturan perundang-undanga  yang berkaitan 
dengan fokus masalah yang diteliti. Dikatakan nondoktrinal, karena peneliti 
juga melakukan wawancara di antaranya Kepala Seksi Pendaftaran Tanah di 
Kabupaten Kepulauan Selayar.  
Penelitian mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah pada Kantor 
Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar (setelah berlakunya P.P. No. 24 
Tahun 1997) merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Untuk menunjang hasil penelitian ini, jenis dan sumber data yang 
digunakan yaitu: 
1. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara 
langsung dari responden di lokasi penelitian dengan metode 
wawancara dengan  para pihak yang berkaitan dengan kasus atau 
masalah penelitian.  
2. Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui literatur dan 
buku-buku ilmiah serta dokumen-dokumen yang berkaitan 
dengan penelitian ini yang diambil dari Kantor Pertanahan 
 Kabupaten Kepulauan Selayar dan dari instansi yang berkaitan 
dengan masalah dan objek yang diteliti. 
D. Populasi dan Sampel 
Populasi dan sampel merupakan hal yang mendasar untuk 
menggambarkan karakteristik atau sifat-sifat kelompok subjek atau objek 
yang dijaring melalui instrument yang telah dipilih dan dipersiapkan oleh 
peneliti.  
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah: 
1. Seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar 
2. Para pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar 
sebagai sumber daya pelaksana. 
Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah: 
1. 16 orang berasal dari masyarakat. 
2. 4 orang berasal dari sumber daya pelaksana. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis 
menggunakan pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
 Untuk mendapatkan data lebih kongkrit yang berhubungan 
dengan palaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Kepulauan 
Selayar, maka penulis langsung melakukan penelitian lapangan 
dengan cara melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak 
 yang terkait dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi sasaran 
dalam wawancara ini yaitu Kasubag Tata Usaha dan staf Kantor 
Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar serta warga masyarakat 
setempat.  
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
 Melalui penelitian ini diperoleh data sekunder dengan cara 
membaca dan menelaah beberapa literature maupun buku-buku 
dan mempelajari dokumen-dokumen yang ada pada Kantor 
Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar serta peraturan 
perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pembahasan 
ini. 
F. Teknik Analisis data 
Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul selama 
berlangsungnya penelitian, kemudian disusun secara kualitatif dan disajikan 
secara sistematik serta dalam skripsi ini dengan menggunakan metode 
pembahasan secara deskriptif yakni pembahasan ilmiah dengan cara 







 BAB IV 
HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN 
 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2008, Kabupaten 
Selayar berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar. Kabupaten 
Kepulauan Selayar terletak di Jazirah Selatan Provinsi Sulawesi Selatan 
dengan batas-batas sebagai berikut : 
- sebelah Utara  : Kabupaten Bulukumba 
- sebelah Timur  : Laut Flores 
- sebelah Selatan  : Provinsi Nusa Tenggara Timur  
- sebelah Barat  : Laut Flores & Selat Makassar 
Adapun luas wilayah daratan Kepulauan Selayar 1.357,03 Km2, 
sedangkan luas wilayah pengelolaan laut 9.146,66 Km
2
.Secara administrasi 
pemerintahan, Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 11 Kecamatan. 6 
(enam) Kecamatan terletak di daratan Pulau Selayar yaitu : 
1. Kecamatan Benteng (Ibukota Kabupaten) 
2. Kecamatan Bontoharu 
3. Kecamatan Bontosikuyu 
4. Kecamatan bantomanai 
5. Kecamatan Bontomatene 
6. Kecamatan Buki 
sedangkan 5 (lima) Kecamatan berada pada gugusan pulau-pulau yaitu: 
 7. Kecamatan Takabonerate 
8. Kecamatan Pasimasunggu 
9. Kecamatan Pasimasunggu Timur 
10. Kecamatan Pasimarannu 
11. Kecamatan Pasi Lambena (Berbatasan dengan Prov. NTT)  
Mengenai luas wilayah perkecamatan dapat dilihat dalam table 



















































































 T O T A L 1357,03 100  
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar 2009 
Berdasarkan data tersebut diatas dapat kita lihat bahwa Kecamatan 
Takabonerate merupakan kecamatan yang terluas dengan luas221,07 Km
2
 
sedangkan kecamatan terkecil adalah Benteng dengan luas 7,12 Km
2
. 
Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar banyak yang berprofesi 
sebagai nelayan, hal ini dikarenakan mengingat bahwasanya Selayar 
merupakan Kebupaten Kepulauan dan 5 Kecamatannya berada pada gugusan 
pulau-pulau. Banyak pulau-pulau kecil yang masih merupakan daerah terisolir 
 yang dikarenakan pulau ini terlalu jauh dijangkau dari ibukota kabupaten 
Kepulauan Selayar dan sarana transportasi yang masih kurang. 
Adapun mengenai jumlah penduduk berdasarkan hasil pencatatan 
registrasi akhir tahun 2008  berjumlah 119.811 jiwa, untuk lebih terinci maka 
dapat kita lihat pada table dibawah ini : 
Tabel 2.  Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Dirinci Menurut Kecamatan 
Tahun 2005 – 2008 






































































 JUMLAH 114.598 116.513 117.860 119.811 
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar 2009 
Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa dari 11 kecamatan 
yang terbanyak penduduknya adalah Benteng dengan jumlah penduduk 18.540 
 jiwa dan kepadatan penduduk dengan membandingkan jumlah penduduk dan 
luas wilayah, maka didapatkan angka kepadatan penduduk, dengan demikian 
faktor luas wilayah sangat berpengaruh dalam penentuan besar kecilnya angka 
kepadatan penduduk. Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan 
Selayar sebesar 88 jiwa/Km
2
. 
Salah satu faktor penting dalam pembangunan adalah kependudukan. 
Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan terserapnya hasil-
hasil pembangunan yang telah dicapai. 
Pertumbuhan penduduk secara kuantitatif banyak ditentukan oleh 
faktor kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk. Di Kabupaten 
Kepulauan Selayar tingkat kelahiran merupakan hal yang dominan 
berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk (wawancara dengan Muh. Rais, 
Kasubag Tata Usaha Kantor Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 18 
Desember 2009). 
B. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 
Pelaksanaan pendaftaran baik di tingkat nasional, provinsi Sulawesi 
Selatan maupun Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat minim, sejak 
diberlakukannya PP No.10 Tahun 1961 dan PP No. 24 Tahun 1997 selaku 





 Tabel 3. Partisipasi Masyarakat Mengenai Sertifikat 
Respon Masyarakat Jumlah Persentase 
Memiliki Sertifikat 
Belum Memiliki Sertifikat 







Jumlah 16 100 % 
     Sumber : Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa di antara 16 responden yang 
diteliti, ternyata hanya 4 orang (25%) yang memiliki partisipasi tinggi dalam 
pendaftaran hak milik atas tanah. Partisipasi yang tinggi dari responden diukur 
dengan adanya sertifikat yang dimiliki. Sedang yang belum memiliki sertifikat 
sebanyak 7 orang (43,75%) dan lebihnya yaitu 5 orang (31,25%) yang masih 
dalam proses pembuatan dan penerbitan sertifikat. 
Minimnya hasil yang dicapai tersebut tidak lepas dari faktor aspek 
hukum pertanahan khususnya mengenai substansi dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang mana pada 
kenyataannya masih terdapat banyak kekurangan yaitu tidak berlaku secara 
menyeluruh, disesuaikan dengan keperluan daerah-daerah sehingga penerbitan 
sertifikat tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sesuai lagi dengan kondisi 
zaman. Maka dari itu Pemerintah melakukan revisi PP. No .10 Tahun 1961 
dengan PP  No. 24 Tahun 1997, yang mulai diberlakukan pada tanggal 10 
Oktober 1997. 
Di dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tertuang 
tentang pelaksanaan pendaftaran tanah yaitu meliputi kegiatan pendaftaran 
 tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kegiatan 
pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : 
1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik 
2. Pembuktian hak dan pembukuannya 
3. Penertiban Sertifikat 
4. Penyajian data fisik dan yuridis 
5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen. 
Sedangkan untuk kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi : 
1. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak 
2. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya. 
Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan secara sistematik 
dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik 
didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang 
ditetapkan oleh menteri serta untuk pendaftaran tanah secara sporadik 
dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan atau dapat disebut 
pendaftaran tanah secara individual. 
Adapun pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Kepulauan 
Selayar dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu : 
1. Kegiatan rutin 
2. Kegiatan Proyek Nasional Agraria (selanjutnya disingkat PRONA) 
Pada kegiatan rutin, pemohon sendiri yang mengajukan permohonan 
untuk mendaftarkan tanahnya. Adapun hasil penelitian yang telah 
dilakukan,pendaftaran tanah itu sendiri mempunyai 4 (empat) tahap, yaitu : 
 1. TAHAP I   
Meliputi permohonan hak atas tanah dilakukan secara 
tertulis oleh pemohon hak,dengan cara pemohon mengisi formulir 
yang telah disediakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten, dimana 
dalam surat permohonan tersebut memuat keterangan antara lain : 
a. Keterangan tentang Pemohon 
1) Jika pemohon itu perorangan: nama, umur, 
kewarganegaraan,tempat tinggal dan pekerjaannnya 
serta jumlah istri dan anaknya yang masih menjadi 
tanggungannya. 
2) Jika pemohon itu Badan Hukum: nama, tempat, 
kedudukan,akta peraturan pendiriannya,tanggal dan 
nomor surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 
tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang 
boleh mempunyai tanah dengan hak milik. 
b. Keterangan tentang tanahnya 
1) Mengenai letak luas dan batas-batasnya. 
2) Statusnya, disebutkan sertifikat/akta pejabat balik 
nama/surat keterangan pendaftaran tanah,petunjuk 
hasil bumi/verpoding Indonesia atau tanda bukti hak 
yang lain (kalau ada) yang menunjukkan status 
tanahnya sebelum menjadi tanah Negara. 
 3) Jenisnya, misalnya tanah pertanian (sawah,tegal, 
kebun) atau tanah bangunan. 
4) Penguasaannya, apakah sudah dikuasai pemohon 
atau belum. Kalau sudah dikuasai atas dasar apa ia 
memperoleh dan menguasainya. 
c. Lampiran 
Dalam surat permohonan tersebut di atas, harus pula 
dilampirkan tentang : 
1) Mengenai diri pemohon 
a) Perorangan : surat Kewarganegaraan Indonesia. 
b) Badan Hukum: Akta atau peraturan pendiriannya 
dan salinan surat keputusannya sebagai badan 
hukum yang dapat mempunyai tanah hak milik. 
2) Mengenai tanahnya 
Turunan sertifikat/akta pajak pejabat balik nama, 
surat ukur/gambar situasi, petik pajak bumi atau 
surat keterangan pendaftaran. 
2. TAHAP II  
Meliputi proses penanganan oleh pejabat agraria  
(penerima permohonan).Setelah pejabat agraria menerima 
permohonan hak, maka Kepala Kantor pertanahan kabupaten 
menyerahkan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Seksi 
Pengukuran Hak-hak Atas Tanah,agar : 
 a. Mencatat di dalam daftar permohonan hak dan 
menerima keterangan-keterangan yang diperlukan, 
apakah sudah lengkap atau belum lengkap dan jika 
belum lengkap dipersilahkan kepada pemohon untuk 
melengkapinya. 
b. Memanggil pemohon untuk membayar persekot biaya 
yang diperlukan dalam penyelesaian permohonan 
tersebut pada Kepala Sub Bidang Administrasi. 
3. TAHAP III 
Meliputi permohonan pengukuran diajukan kepada Kepala 
Kantor Pertanahan, setelah petugas pengukuran menerima perintah 
pengukuran, maka segera dilakukan persiapan antara lain : 
a. Memeriksa tersedianya sarana peta, seperti peta 
pendaftaran atau peta lainnya dilokasi yang 
dimohonkan. 
b. Merencanakan pengukuran di atas peta pendaftaran 
atau peta-peta lainnya yang memenuhi syarat, apabila 
tanah tang dimohonkan belum mempunyai gambar 
situasi atau surat ukur. 
c. Memberikan pengetahuan secara tertulis kepada 
pemohon mengenai waktu penetapan batas dan 
pengukuran. 
 Sebelum melakukan pengukuran bidang tanah, pemohon 
terlebih dahulu memasang tanda batas sebelum dilakukan 
pengukuran oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan. Dimana 
penetapan tanda batas dilakukan setelah pemberitahuan secara 
tertulis kepada pemohon pengukuran dan pemegang hak atas 
sebidang tanah yang berbatasan (tetangga batas). 
Setelah itu barulah dilakukan pengukuran dan pemetaan 
oleh aparat Kantor Pertanahan. Peta yang dihasilkan berisi batas-
batas tanah dan berbagai informasi administratif yang bersangkutan 
dengan pendaftaran tanah. Peta itu lalu diumumkan di Kantor 
Kepala Desa atau Kelurahan selama 2 (dua) bulan berturut-turut 
untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan untuk 
mengajukan keberatan. Sesudah tenggang itu berakhir tanpa adanya 
keberatan, peta kemudian disahkan untuk akhirnya diterbitkan buku 
tanah dan surat ukur sebagai lampiran sertifikat hak atas tanah. 
4. TAHAP IV 
Meliputi penerbitan sertifikat tanah, setelah semua 
prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah dilaksanakan guna 
mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah, maka 
selanjutnya dapat diterbitkan sertifikat hak atas tanah , dikeluarkan 
dan diserahkan kepada pemohon. Pemohon hak atas tanah dibebani 
kewajiban dengan membayar biaya sertifikat termasuk biaya 
pendaftaran tanah sesuai dengan yang tertulis dalam Surat 
 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 
Provinsi Sulawesi Selatan No.24 Tahun 2008,untuk lebih terinci 
maka dapat kita lihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 4.  Daftar Biaya Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Tanah Pada  
 




Pekerjaan Pengolahan Pengolahan Pemasukan  
Total 
Biaya 





) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) 
1 2 3 4 5 6 7 
                  
1 0 - 200 60,800 22,000 22,000 24,900 134,700 
2 200.1 
 
250 75,600 25,200 25,200 28,200 154,500 
3 250.1 
 
300 84,800 28,200 28,200 32,000 173,200 
4 300.1 
 
350 93,500 31,100 31,100 35,200 190,900 
5 350.1 
 
400 101,700 33,900 33,900 38,400 207,900 
6 400.1 
 
450 109,700 36,600 36,600 41,400 224,300 
7 450.1 
 
500 117,500 39,200 39,200 44,400 240,300 
8 500.1 - 550 125,200 41,700 41,700 47,200 255,800 
9 550.1 - 600 132,600 44,200 44,200 50,000 271,000 
10 600.1 - 650 139,800 46,600 46,600 52,800 285,800 
11 650.1 - 700 146,900 49,000 49,000 55,500 300,400 
12 700.1 - 750 154,000 51,300 51,300 58,100 314,700 
13 750.1 - 800 160,900 53,600 53,600 60,700 328,800 
14 800.1 - 850 167,600 55,900 55,900 63,300 342,700 
15 850.1 - 900 174,400 58,100 58,100 65,800 356,400 
16 900.1 - 950 181,000 60,300 60,300 68,300 369,900 
17 950.1 - 1,000 187,500 62,500 62,500 70,800 383,300 
18 1000.1 - 1,100 200,400 66,800 66,800 75,600 409,600 
19 1100.1 - 1,200 213,000 71,000 71,000 80,400 435,400 
  
        
         1 2 3 4 5 6 7 
  
        20 1200.1 - 1,300 225,300 75,200 75,200 85,100 460,800 
21 1300.1 - 1,400 237,500 79,200 79,200 89,800 485,700 
22 1400.1 - 1,500 249,700 83,200 83,200 94,200 510,300 
23 1500.1 - 1,600 261,500 87,200 87,200 98,700 534,600 
24 1600.1 - 1,700 273,300 91,100 91,100 103,100 558,600 
25 1700.1 - 1,800 284,800 95,000 95,000 107,500 582,300 
26 1800.1 - 1,900 296,400 98,800 98,800 111,800 605,800 
27 1900.1 - 2,000 304,900 102,600 102,600 119,000 629,100 
                  
  Sumber : Data Sekunder 2008, diolah 
Bila mencermati data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan 
bahwasanya biaya pembuatan sertifikat itu ternyata murah tetapi pada 
kenyataannya di lapangan tidaklah demikian. Hal ini dikarenakan selain biaya 
yang telah ditetapkan masih ada biaya-biaya yang lain, yaitu : 
1. Biaya panitia pemeriksa tanah 
2. Biaya pengembalian batas peta situasi lengkap 
3. Biaya transportasi dan biaya pendataan/inventarisasi 
4. Biaya pengadaan patok batas dan tugu titik ikatan 
5. Biaya lebih untuk tanah yang luasnya di atas 2000 M2  
Prosedur pendaftaran tanah apabila dilalui secara wajar maka 
diperkirakan pengurusan sertifikat tanah memerlukan waktu sekitar 3-5 bulan. 
Namun ada juga sebagian masyarakat memerlukan waktu di atas 5 bulan untuk 
pengurusan sertifikatnya dan bahkan ada sampai 2 tahun. Hal ini terjadi akibat 
kesalahan dari aparat pelaksana pendaftaran tanah itu sendiri. Sehingga 
masyarakat banyak yang memandang bahwa pengurusan sertifikat itu dinilai 
cukup sulit. 
Apabila ditelusuri, cukup sulitnya mekanisme pengurusan sertifikat 
lantaran berbagai kelemahan pada setiap level dalam jalur birokrasi yaitu 
ketika mengurus riwayat tanah, akan selalu berhadapan dengan administrasi 
desa/kelurahan yang masih banyak harus dibenahi, mental birokrasi kecamatan 
dan instansi perpajakan. Tiba pada saat pengukuran dan pemetaan, akan 
menunjukkan bahwa petugas lapangan sebagian bekerja setengah hati lantaran 
 beban pekerjaan sering terlampau berat dan tidak ditunjang dengan penghasilan 
yang cukup. Bahkan belum lagi ditambah dengan pekerjaan rutin dengan 
dukungan peralatan teknis yang belum memadai. Rintangan serupa masih harus 
dihadapi ketika memasuki tahap akhir di Kantor Pertanahan, kebanyakan 
aparat (tidak seluruhnya) lebih bergairah mengerjakan pekerjaan proyek 
ketimbang pekerjaan rutin. 
Adapun untuk kegiatan Proyek Nasional Agraria (PRONA)  itu 
sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu PRONA APBN dan PRONA Swadaya. 
Tetapi pada Kabupaten Kepulauan Selayar hanya ada kegiatan PRONA APBN 
saja, hal ini dikarenakan mengingat kondisi geografis dari Kabupaten ini dan 
masih banyaknya desa-desa miskin. 
Kegiatan ini merupakan suatu usaha pemerintah dengan suatu subsidi 
melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui 
DIPA Badan Pertanahan Nasional (BPN)  untuk melakukan pendaftaran tanah 
secara massal. 
Banyak masyarakat  beranggapan bahwasanya tanah yang akan 
disertifikatkan melalui kegiatan PRONA itu benar-benar adalah gratis dan 
tidak memungut biaya sama sekali. Sehingga ketika terjadi pungutan terhadap 
masyarakat, mereka langsung beranggapan bahwa pejabat agraria melakukan 
pungutan liar (pungli). Padahal sebenarnya masyarakat hanya salah paham, 
mereka hanya tidak mengetahui bahwa nilai jual objek pajak (NJOP) sebidang 
tanah apabila di atas Rp 15.000.000 itu akan dikenakan biaya dan akan masuk 
ke kas Negara walaupun tanah itu masuk kategori PRONA dan adapun 
 biayanya sangat murah, terkadang hanya sekitar Rp 10.000,- , sedangkan bagi 
masyarakat yang ekonominya sangat lemah (tidak mampu) akan dibebaskan 
dari biaya. 
Pada dasarnya pelaksanaan persertifikatan tanah secara massal melalui 
PRONA secara garis besar diarahkan sebagai berikut : 
1. Lokasi proyek merupakan wilayah yang kompak dan utuh yang 
terdiri dari seluruh atau sebagian dari desa atau kelurahan. 
2. Subyek hak diupayakan dari masyarakat golongan ekonomi lemah 
hingga menengah. 
3. Diutamakan lokasi proyek mencakup desa-desa tertinggal dan 
peserta program pengentasan kemiskinan. 
Pelaksanaan pendataan dilakukan sendiri oleh aparat pertanahan dan 
dibantu oleh kepala desa yang bersangkutan. 
Bila mengacu pada ke 3 poin di atas, ternyata masih ditemui hal yang 
menyimpang dari yang seharusnya. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan 
bahwasanya terdapat beberapa bidang tanah yang mana pemiliknya termasuk 
masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas, akan tetapi tanahnya itu 
terdaftar dalam kegiatan pensertifikatan melalui PRONA. 
Dari berbagai upaya yang telah digalakkan sehubungan dengan 
masalah pendaftaran tanah di Kabupaten Kepulauan Selayar tentu saja 
dijelaskan pula hasil yang telah dicapai baik melalui kegiatan rutin maupun 
secara PRONA, yang mana diperinci sabagai berikut : 
 Tabel 5. Hasil Kegiatan Rutin Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Kab. 
Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2007-2009 
No. Jenis Kegiatan 
Hasil Yang dicapai 































Sumber : Kantor BPN Kabupaten Kepulauan Selayar 
Berdasarkan tabel di atas jelas terlihat bahwa kegiatan yang paling 
sering dilakukan adalah hak roya (penghapusan). Hal ini dikarenakan 
banyaknya masyarakat yang menjaminkan sertifikatnya di bank untuk 
menambah modal usaha mereka. 
Adapun mengenai penggabungan hak yang merupakan kegiatan 
dengan jumlah terkecil, dikarenakan masyarakat yang memiliki tanah 
berbatasan,mempunyai hak yang sama dan pemiliknya hanya satu itu sangat 
kurang. 
Kemudian sertifikat yang terbit melalui Proyek Nasional Agraria 
(PRONA) selama 3 (tiga) tahun terakhir ini dari tahun 2007 sampai dengan 
tahun 2009 seluruhnya berjumlah 3280 buah sertifikat. 
 Proyek tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana peruntukan tanah 
dimana proyek tersebut dilaksanakan. Setiap tahun anggaran dicanangkan 
pemenuhan target yang ditentukan, yang hasilnya diperinci sebagai berikut : 

















JUMLAH 3140 3140 - 
       Sumber : Kantor BPN Kabupaten Kepulauan Selayar 
Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat banyaknya sertifikat 
PRONA yang terbit tiap tahunnya, yang mana hal ini sangat membantu 
masyarakat ekonomi lemah dan kegiatan PRONA ini juga berhasil karena 
melihat dari jumlah target yang senantiasa seiring dengan jumlah hasil dan 
dapat terselesaikan dengan waktu yang telah ditetapkan.  
Banyaknya sertifikat PRONA yang terbit tiap tahun, maka ini 
memberikan suatu tantangan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat 
sebagai pemilik tanah untuk mendaftarkan hak tanahnya secara sukarela masih 
sangat rendah (wawancara dengan Muh.Saleh, Kasubsi Pengukuran Kantor 
BPN Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 15 Desember 2009). 
 Kemudian untuk mengetahui secara keseluruhan hasil kegiatan 
pelaksanaan pendaftaran tanah baik kegiatan rutin maupun kegiatan PRONA 
dalam hal penerbitan sertifikat pertahunnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 7. Hasil Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Rutin Dan Proyek Nasional 
Agraria Tahun 2007-2009 
No. Jenis Kegiatan 
Hasil Yang Dicapai 





Sertifikat Hak Milik 
Sertifikat Hak Guna Bangunan 
Sertifikat Hak Guna Usaha 













     Sumber : Kantor BPN Kabupaten Kepulauan Selayar 
Melihat data di atas, permohonan hak yang paling banyak masuk 
adalah hak milik. Alasannya, karena hak milik adalah hak yang turun temurun 
(tidak ada batas jangka waktunya),juga terkuat dan terpenuh, jika dibandingkan 
dengan hak lainnya. 
Hak lain yang dapat dilihat realisasinya selain hak milik adalah hak 
pakai dan hak guna bangunan. Sementara hak guna usaha mulai dari tahun 
2007-2009 sama sekali tidak ada permohonan yang masuk. 
Sesuai dengan kenyataan bahwa hasil kegiatan pendaftaran tanah di 
Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya 3 (tiga) tahun terakhir ini, terhitung 
dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 masih perlu perhatian. Oleh karena 
 masih sebagian kecil warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang 
memohonkan tanahnya untuk disertifikatkan karena biaya besar dan tidak tahu 
prosedurnya. 
Pelaksanaan pendaftaran tanah, disamping motivasi dan pengetahuan 
masyarakat yang juga berpengaruh di dalam pelaksanaan pendaftaran tanah 
yaitu pelayanan dari instansi pelaksana pendaftaran tanah, yaitu Kantor 
Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar. 
Hasil survey membuktikan bahwa pelayanan aparat pelaksana 
pendaftaran tanah masih kurang baik atau belum cukup memuaskan 
masyarakat. Adapun alasan-alasan dari masyarakat (responden) sehingga 
mereka mengatakan bahwa pelayanan aparat pelaksana pendaftaran tanah 
masih kurang baik, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
 Tabel 8. Alasan Responden yang Menyatakan Pelayanan Aparat Pelaksana 
Pendaftaran Tanah Kurang Baik 
Kategori Jumlah Persentase 
Berbeli-belit 
Respon pelayanan sangat kurang 







Jumlah 16 100% 
 Sumber : Hasil Penelitian 
 
Berdasarkan tabel di atas, ternyata alasan responden yang menyatakan 
pelayanan yang masih kurang baik oleh aparat pelaksana disebabkan karena 
prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan sangat berbelit-
 belit (50%). Pernyataan responden yang mengatakan demikian, dikarenakan 
responden harus melewati beberapa meja atau bagian-bagian tertentu yang 
setiap bagian tersebut selalu meminta tambahan persyaratan, sehingga 
responden harus bolak-balik dalam melengkapi suatu persyaratan yang 
diminta. Dan alasan responden yang mengatakan bahwa respon pelayanan 
sangat kurang (18,75%) ini dikarenakan masih adanya aparat yang 
membedakan pelayanan dari para pemohon sertifikat. Sedangkan sebanyak 
(31,25%) responden memberikan alasan bahwa pelayanan dari aparat kurang 
profesional dalam melayani masyarakat,maksudnya adalah sikap dari aparat 
Kantor Pertanahan itu sendiri yang tidak mencerminkan sebagai pelayan publik 
(umum) bagi masyarakat. 
Uraian di atas menunjukkan bahwasanya dalam pelaksanaan 
pendaftaran tanah hak milik masyarakat saling terkait antara motivasi, 
pengetahuan hukum dan pelayanan dari aparat itu sendiri. Dari hasil 
pengamatan penulis sebagian responden mempunyai pandangan buruk 
terhadap pelayanan dan respon dari aparat pelaksana pendaftaran tanah yang 
menunjukkan sikap yang kurang baik dalam memberikan pelayanan. 
C. Hambatan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Kepulauan Selayar 
Walaupun PP No.24 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pendaftaran 
Tanah telah diberlakukan, ini bukan berarti tidak terdapat hambatan atau 
kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, seperti halnya Kabupaten 
Kepulauan Selayar belum pernah didaftarkan haknya (di rincik), karena itu 
 tidak ada riwayat tanah yang merupakan standar dalam menguji 
keperdataannya sehingga masih memerlukan ketelitian dan kepandaian. 
Dari keseluruhan hambatan yang penulis dapatkan ketika melakukan 
penelitian, maka secara garis besar hambatan pendaftaran tanah di Kabupaten 
Kepulauan Selayar dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : 
1. Hambatan masyarakat 
2. Hambatan sumber daya pelaksana 
Selanjutnya penulis akan menjelaskan hambatan tersebut satu persatu 
dan juga akan memberikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan 
Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar. 
a. Hambatan Masyarakat 
Pada hambatan masyarakat ini penulis mengambil 16 responden 
dan yang dimaksud dengan hambatan masyarakat disini adalah hambatan 
dalam upaya pelaksanaan sertifikasi. 
Adapun hambatan dari segi masyarakat antara lain adanya 
pandangan dari sebahagian masyarakat yang menganggap belum perlunya 
tanah mereka disertifikatkan. Adanya pandangan seperti ini dimasyarakat 
dilatar belakangi atau pemilik hak atas tanah tersebut sudah jelas 
penguasaannya dan siapa pemiliknya. 
Setelah penulis mengadakan wawancara dengan salah seorang 
responden yaitu Bapak Syamsul Alam (tanggal 28 Desember 2009), maka 
dapat diketahui lebih jelas lagi bahwa hambatan tersebut berasal dari 
ketidakpastian dari masyarakat, yang dimaksud disini ialah kurangnya 
 pengetahuan masyarakat akan pentingnya sertifikasi dikarenakan taraf 
pendidikan yang masih rendah,mengingat sebagian besar penduduk 
Kabupaten Kepulauan Selayar bertempat tinggal di pulau. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 9. Tingkat Pendidikan Responden 








Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 
Sekolah Menengah Umum 
Perguruan Tinggi 
5  orang 
5  orang 
2  orang 
2  orang 
2  orang 
 T o t a l 16 orang 
        Sumber : Hasil Penelitian 
Mencermati data di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan 
responden masih cukup rendah sehingga animo masyarakat juga rendah 
untuk mendaftarkan tanahnya atau mensertifikatkan tanahnya dan dapat 
dikatakan bahwa program pendaftaran tanah kurang berhasil terutama dalam 
menumbuhkan kesadaran hukum untuk mengubah sikap dan perilaku 
terhadap penerimaan inovasi baru. 
Selain itu pula, hambatan yang juga dirasakan oleh masyarakat 
adalah mengenai biaya yang timbul dalam pelaksanaan pendaftaran tanah 
yang dirasakan cukup tinggi dan kurang terjangkau oleh masyarakat yang 
berpenghasilan rendah dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 
berikut : 
 
 Tabel 10.  Tingkat Penghasilan Responden Per Bulan 





<  Rp 600.000,- 
Rp 600.000,- - Rp 800.000 
Rp 800.000,- - Rp 900.000,- 





 T o t a l 16 orang 
        Sumber : Hasil Penelitian 
Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tingkat 
penghasilan responden masih rendah, sehingga hal ini merupakan hambatan 
dalam pendaftaran tanah, akibatnya kemampuan masyarakat untuk 
membayar penerbitan sertifikat masih terbatas. Menurut salah satu 
keterangan dari responden Ibu Syamsia, warga desa Parak Kecamatan 
Bontomanai menyatakan bahwa biaya secara keseluruhan yang telah 
dikeluarkan untuk mengurus pendaftaran tanahnya sampai terbitnya 
sertifikat adalah berkisar Rp. 2.000.000,- lebih.Hal ini tentu saja dirasakan 
mahal oleh responden yang hanya seorang pedagang kecil. Untuk lebih 






 Tabel 11. Persepsi Responden Terhadap Biaya Dikenakan 










Jumlah 16 100% 
      Sumber : Hasil Penelitian 
 Tabel tersebut menunjukkan ternyata biaya Pendaftaran Tanah 
yang dikenakan sebagian besar responden mempunyai pandangan cukup 
mahal (43,75%) dan hanya 4 responden berpandangan tidak mahal. 
Berkenaan cukup mahalnya biaya pendaftaran tanah itu sendiri sehingga 
banyak masyarakat yang tidak bisa menjangkaunya, hanya menunggu 
pensertifikatan gratis (PRONA) yang deselenggarakan oleh Kantor 
Pertanahan Kabupaten. Seperti yang diketahui bahwa biaya yang disebutkan 
dalam ketentuan memang kelihatannya rendah sekali dan dapat terjangkau 
oleh responden (masyarakat) akan tetapi dalam praktek tidaklah demikian 
karena apa yang ditentukan dalam peraturan hanyalah berkenaan dengan 
pendaftaran hak dan pembuatan sertifikat saja. Di samping itu pasal lainnya 
masih membuka kemungkinan adanya pembiayaan untuk pekerjaan lain-
lain. Oleh karena itu bila kesemua biaya tersebut ditambah dengan biaya 
lain-lain (tidak resmi) dikalkulasikan secara seluruhnya, maka biaya yang 
harus dibayar masih sulit untuk dijangkau masyarakat terutama pada warga 
masyarakat golongan ekonomi lemah, akibatnya pendaftaran tanah masih 
 terhambat karena persoalan biaya. Hasil penelitian telah membuktikan dari 
data yang terkumpul seperti terungkap pada tabel 10, bahwa mahalnya biaya 
dirasakan responden bukan disebabkan oleh biaya yang ditetapkan seperti 
dalam ketentuan melainkan terhadap biaya lain-lain (patok batas, 
transportasi petugas ukur dan pembantu lapang). Tabel di bawah ini 
menunjukkan bahwa biaya tambahan sangat dominan sebanyak 68,75 
persen sedangkan biaya telah ditetapkan hanya sebanyak 31,25 persen. 
Tabel 12. Tingkat Mahalnya Biaya Pendaftaran Tanah Menurut Jenisnya 







Jumlah 16 100% 
       Sumber : Hasil Penelitian 
 
Selain hambatan di atas masih terdapat hambatan lainnya yaitu 
adanya bahan pembuktian yang masih jauh dari persyaratan antara lain 
silsilah penguasaannya tidak tertulis (tdak otentik) karena di Kabupaten 
Kepulauan Selayar tidak mengenal rincik, PBB dan surat-surat lainnya yang 
tidak terpelihara, maka hal ini juga menimbulkan kesulitan dari pihak 
pelaksana pendaftaran tanah untuk melakukan proses sertifikasi tanah 
tersebut. 
 
b. Hambatan Sumber Daya Pelaksana 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Ansar Asmat 
(tanggal 29 Desember 2009), beliau memaparkan bahwa ada beberapa 
hambatan yang berasal dari sumber daya pelaksana. 
Adapun hambatan yang berasal dari sumber daya pelaksana adalah 
sebagai berikut : 
1) Kurangnya sumber daya pelaksana 
Jumlah sumber daya pelaksana yang tersedia tidak sesuai 
dengan volume kerja yang dihadapi, dimana potensi aparat pelaksana 
yang ada sekarang di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan selayar 
hanya didukung 18 karyawan/karyawati dengan komposisi sebagai 
berikut : 
- Golongan IV        1 orang 
- Golongan III  14 orang 
- Golongan II    3 orang 
Adapun luas Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 1357.03 
Km
2
, yang mana 6 kecamatan terletak di daratan dan 5 kecamatan 
terletak di gugusan pulau-pulau. 
Jika di amati secara cermat,menurut Bapak Andi Ansar Asmat 
masih perlu adanya penambahan jumlah aparat sumber daya pelaksana 
khususnya pada staf  Hak Tanah dan Pendaftaran tanah yang seharusnya 
berjumlah sekitar 10 orang tapi cuma ada 5 orang saja dan terutama 
untuk staf Pengukuran dan Pemetaan ini juga jumlahnya masih kurang 
yaitu 3 orang yang semestinya staf pada Pengukuran pemetaan ini harus 
 ditambah 7 orang mengingat kondisi geografis dan luas wilayah kerja 
yang ada sehingga seharusnya berjumlah 10 orang.  
Walaupun sumber daya pelaksana masih kurang, tapi pihak 
Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar tetap berusaha untuk 
mengoptimalkan tugas-tugas yang semakin hari semakin padat yaitu 
dengan cara memberikan tugas-tugas rangkapan pada aparat sumber daya 
pelaksana yang mempunyai kemampuan teknis dan kreatif sehingga 
pekerjaan dalam masa-masa tertentu dapat diselesaikan dan juga ada 
tenaga honorer yang sangat membantu. 
2) Tingkat pendidikan teknis yang kurang 
Sesuai hasil wawancara, bahwa tingkat pendidikan aparat 
sumber daya pelaksana dapat kita lihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 13.  Tingkat Pendidikan Sumber Daya Pelaksana 






Magister (Magister Hukum dan disiplin ilmu lainnya) 
Sarjana (Sarjana Hukum dan disiplin ilmu lainnya) 
Diploma IV 
Diploma III 






 T o t a l 18 orang 
             Sumber : Hasil Penelitian 
Melihat data di atas dapat diketahui tingkat pendidikan aparat 
sumber daya pelaksana dimana jumlah aparat yang hanya sampai tingkat 
Sekolah Menengah Umum masih lebih dominan dibandingkan yang 
tingkat Perguruan Tinggi. 
 3) Jumlah sarana yang masih kurang 
Menurut Bapak Muh. Saiful (Kasubag Tata Usaha Kantor 
Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar) hasil wawancara dengan 
penulis pada tanggal 29 Desember 2009 yaitu beberapa hambatan yang 
sangat dirasakan khususnya dalam pelaksanaan program pendaftaran 
tanah adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor 
Pertanahan yang menyebabkan terlambatnya petugas dalam 
melaksanakan tugasnya terutama pekerjaan di bidang pengukuran dan 
pemetaan. 
Adapun yang dimaksud dengan jumlah sarana yang masih 
kurang disini adalah sarana mobilitas yang berupa kendaraan dinas yang 
masih sangat terbatas, yaitu terdiri dari 1 (satu) buah kendaraan dinas 
roda empat (Kijang DD 19 J) yang diperoleh dari pembelian/pengadaan 
Kantor wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan 
dan 5 (lima) buah kendaraan dinas roda dua yang mana 2 (dua) buah 
diantaranya milik BPN dan 3 (tiga) buah merupakan bantuan Pemerintah 
Daerah.  
Selain itu, masih ada lagi sarana yang merupakan jantung dari 
Kantor Pertanahan yang masih sangat kurang yaitu sarana alat ukur. Alat 
ukur ini berjumlah 3 (tiga) buah tapi hanya 1 (satu) buah yang masih 
dalam keadaan baik dan 2 (dua) buahnya lagi rusak, dengan kondisi 
peralatan yang seperti ini pihak aparat sumber daya pelaksana merasakan 
 tidak seimbangnya pelaksanaan pekerjaan mengingat kondisi geografis 
dan wilayah kerja cukup luas sedangkan jumlah alat ukur sangat terbatas. 
Untuk itu pihak Kantor Pertanahan kabupaten Kepulauan 
Selayar tetap berusaha untuk meningkatkan anggaran dana rutin untuk 
daya dan jasa serta khusus untuk peningkatan sumber daya manusia 
yaitu: 
a) Peningkatan keterampilan teknis 
b) Peningkatan menejerial dan administrasi 
c) Peningkatan disiplin 
d) Peningkatan karier secara structural dan fungsional 
e) Peningkatan kesejahteraan. 
4) Pengetahuan masyarakat yang kurang 
Sebagaimana diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat 
Kabupaten Kepulauan Selayar masih minim dan hal ini mempengaruhi 
pengetahuan mereka khususnya dibidang pertanahan. Hal ini dibuktikan 
dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan peralihan hak (jual 
beli) atas tanah yang dilakukan di bawah tangan, tanpa terlebih dahulu 
mensertifikatkan tanahnya. Dan ini banyak terjadi di Kecamatan yang 
berada pada gugusan pulau-pulau. Keadaan seperti ini juga merupakan 
salah satu hambatan yang dihadapi pihak Kantor Pertanahan Kabupaten 
Kepulauan Selayar sebagai aparat pelaksana. 
Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, pihak Kantor Pertanahan 
Kabupaten Kepulauan Selayar selalu ingin berupaya melakukan 
 penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya penyuluhan tentang 
arti dan fungsi pendaftaran tanah. Namun di dalam praktek penyuluhan 
hukum ini terbentur pada anggaran yang tersedia atau dialokasikan 
sangat minim sekali atau boleh dikatakan tidak ada sama sekali. 
Adapun  kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan oleh 
pihak aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam 
kurun waktu 3 tahun terakhir ini, dapat kita lihat sebagai berikut : 
  Tabel 14. Frekuensi Penyuluhan Hukum oleh Kantor Pertanahan 









   Sumber : Kantor BPN Kabupaten Kepulauan Selayar 
Melihat data di atas dapat diketahui bahwa kegiatan penyuluhan 
hukum pada tahun 2007 dan 2008 sama sekali tidak ada (vakum), yang 
ada hanya pada tahun 2009 itupun hanya 1 (satu) kali.Ini membuktikan 
bahwa baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat belum 
mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Apalagi dengan melihat 
geografis dari Kabupaten Kepulauan Selayar yang mana masih banyak 
masyarakatnya berada di gugusan pulau-pulau yang tidak tahu hukum 
dan hukum pertanahan pada khususnya.   
5) Kultur Budaya Masyarakat  
 Kultur budaya masyarakat dalam arti luas mencakup 
keseluruhan dari pola kebiasaan, adat dan hukum adat yang dianut dan 
dilaksanakan masyarakat. Kultur budaya ini memiliki ciri pengikat yang 
kuat dalam masyarakat. Dalam arti sempit kultur budaya juga dapat 
diartikan sebagai suatu pandangan atau sikap dari masyarakat tentang 
hal-hal tertentu. 
Salah satu kultur budaya masyarakat yang berkaitan dengan 
pelaksana pendaftaran tanah adalah budaya (adat) yang masih ada 
eksistensinya pada masyarakat di pulau. Budaya disini merupakan wujud 
kepercayaan masyarakat sesuatu hal di luar kemampuan mereka. 
Di Kabupaten Kepulauan Selayar kultur budaya yang menjadi 
faktor hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ini adalah budaya 
pantang untuk mendaftarkan tanah miliknya yang merupakan warisan 
leluhur atau merupakan tanah warisan dari leluhur atau merupakan tanah 
warisan yang dianggap sakral oleh pemiliknya. Kondisi seperti ini 
dijumpai di beberapa desa di kecamatan yang terletak pada gugusan 
pulau-pulau, misalnya masyarakat desa Tambolongan kecamatan 
Bontosikuyu. 
Dari 16 responden, maka diketahui tanggapan mereka tentang 




 Tabel 15. Tanggapan Responden Jika Tanah Leluhurnya disertifikatkan 







Jumlah 16 100% 
Sumber : Hasil Penelitian 
 
Berdasarkan tabel di atas, terlihat mayoritas masyarakat masih 
menginginkan tanah-tanah leluhur mereka tetap eksis dan tidak perlu 
didaftarkan karena mereka  beranggapan bahwa tanah leluhur tersebut 
akan diwariskan secara turun-temurun saja dan tidak akan pernah dijual 














Dari hasil pembahasan tentang pelaksanaan Pendaftaran Tanah di 
Kabupaten Kepulauan Selayar (setelah berlakunya PP No. 24 Tahun 1997), 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Proses pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Nasional di Kabupaten 
Kepulauan Selayar dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan 
rutin dan kegiatan PRONA dan hal ini sesuai dengan PP No.24 Tahun 1997. 
2. Faktor penghambat yang dirasakan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah 
dapat diklarifikasi dari 2 (dua) sudut pandang yakni dari sisi aparat : sumber 
daya pelaksana, tingkat pendidikan tekhnis yang kurang, sarana yang masih 
kurang, pengetahuan masyarakat yang kurang dan kultur budaya.Sedangkan  
dari sisi masyarakat hambatan berupa akumulasi masalah biaya, tingkat 
pendidikan yang rendah dan pelayanan aparat yang masih kurang 
proporsional. 
B. Saran 
Berdasarkan pada simpulan di atas, maka penulis menyarankan 
beberapa hal sebagai berikut : 
1. Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan 
Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai instansi pelayanan dibidang 
 pertanahan, maka pengadaan sarana dan prasarana penunjang kiranya harus 
selalu mendapatkan perhatian 
2. Untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 
Pendaftaran Tanah, perlu peningkatan kualitas dan kuantitas serta diadakan 
penyuluhan hukum pertanahan secara terpadu dan berkesinambungan guna 
meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. 
3. Mengingat bahwa Selayar merupakan Kabupaten Kepulauan, maka 
sekiranya Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki 
perahu (transportasi laut) tersendiri. 
4. Sekiranya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar harus 
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